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Kata kunci - - Sesiolegi Hukum, Perundang-undangan, Reformasi.

I P!ZRUBAHAN SOS! A.L DAN REI‘(}RMASI HURUM.

Rv._t()t:na51 yang ter yuh d1 Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu
;mmbawa dampak pulapada per uuddng—undang,an. Kebutuhan masyarakat
dan -adanya perubahan nilai-nilai. vang ada- dalam masyarakat. serta
pembangunan ekonomi. politikidan sosial mengakibatkan perlu difakukan
reformasi hukum vang menyeluruh. Refermasi fukum tersebut padadasarnya
yang menyangkut - pada - pembuatan  peraturan perundang-undangan.
peningkatan kualitas aparat hukum dan budaya hukum.

S Khusus dalam pembaharuan perundang-undangan (Legal Refornn
yang harus dilakukan saat ini menyangkur tidak saja membuat peraturan
perundang-undangan yang baru tetapi mencakup pula pembaharuan/revisi
peraturan, peningkatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
asas keadilan, dan mengatar hak asasi manusia.

Nomaor 3 Tafuin XXX




S 4 o S TIPSR o Hukwm dan Pembangunn .~

Tak dapat-dihindari ‘kebutuhan akan_adapya hukum yang tertulis

. semakin meningkat dLm ditinjau darilingkup yang diatur jofassemakin
'_:'}_u_a,_s dimana peraturan terscbut ‘diharapkan tidak saja untuk menjawiah
‘persoalan-persoalan yang berkaitan ‘dengan perubahan masvarakat tadi

_tetapi juga -merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam era globalisasi,
. Dalam hal-ini-hukem berfungsi tidak saja sebagai alat kontrol sosial. juga
..;--d:pe:gundixan sebnaax pe]o]am untuk menﬂubah sistem y’mL ddd alah

karena Imkufu dan pranata-pranaia modern djdp;_l_t
laman m()d'al menciptakan penousaha swasta dan lain
daripada hukum

.1 SITAT-SII’ AT P RUNDANG UNDANGAN SEBAGAIL IIUI\U‘\I

Pada .dfisamya ada dua bentuk hukum yang berlaku. pertama.
hukum ‘yang tidak tertulis dmﬁffa’"’"‘nﬁixnanya tumbuh dari praktek-prakeek
yang duaiankan_ anggota masyarakat dalam hubungannya sam sama lain.
misalnya® hak milik, kewarisan dan kontrak. Kedua merupakan hukum
tertulis yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang be!'\\’tﬁﬂm&.
i Hukum tertulis tersebut memilliki sifat-sifat dan ciri-ciri- sebagai
berikue: eksplisit; ditegakkan secara terencana oleh organisasi kenegaraan
dan bersifat formal. Hukem dikatakan eksplisit karena substansi
kaedahnya cenderung - dirumuskan secara tegas-tegas dalam Kkalimat-
kalimat: yang -mem#iki makna yang “jelas”. Hukum modern pada
umummnya  dirumuskan secara teriulis, lengkap dan berbagai penjelasan
mengenai tafsir dan cdra penafsirannya. Keeksplisitannya juga dibukiikan
dengan fakta-fakta bahwa kaidah=kaidah hukum i bersifareferbuka,
berlaku umum dan mempunyai kepastian. Dengan adanya karakteristik-
karakteristik itulah maka itu hukum dapat digunakan dalam jangka waktu
tertentu yang relatit panjang. Disamping itu, sifatnya yang ekspilisit
menyebabkan hukum memerlukan suatu struktur yang mengelolunya
Peranan struktur ini adalah membuat atau merumuskan kaidah-kaidah
hukum vang eksplisit.
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“Pada hakekatnya hukum dapat dibuat sebelum dan sesudal ‘suatu

l\asus terjadl atau dibuat pada saat suatu-kasus sedang diselesaikan. Dalam
bentuk yang pertama, yaitu sebelum terjadi kasus, misalnya undang-

undang, peraturan . pemerintah atau -peraturan lainnya, disebut sebagai
'hukum in_abstracto. SedanUl\an bagi bentuk yang kedua Tukum lalir
'busqmaaan denaan Jatulmya keputus‘m yang menyelesaikan perkara
Hukum' ini - disebit ‘hukum' i concreio. Negara-negara dengan tradisi
hakum - Empq I\onnnent&l yang’ "ﬁ;gnﬁanut sistem Cnf(.{"_{q_}v merira
ketertiban - masymakatnya dengan ‘mengandalkan’ tersedianya  sejumlah
hukum “in @bstracto,  sedangkan neﬁasaneua:a dengan tradisi hukum
Anglo-American menganut  sistim  common_faw, menata  ketertiban
masyarakafnya dengan mengandalkan tersedianya sejumlah hukum yang
bertolak dari keputusan-keputusan hakim in_concreto (udge made law).

Kebutuhan hukum untek bersifat eksplisit berkaitan  dengan
kebutuhan masyarakat modern dan kompleks. Hal ini sangat berbeda
dengan 'masyarakar tradisionil ‘yang dapat diatur dengan kaidalh-kaidah
yang implisit yang terumus dalam budaya lisan dan asas-asas saja. karena
kondisi - dan kebutuhan pasyarakatya masih  sederhana.  Dalam
masyarakat modern dan kompleks diperlukan suatu kepastian, dan hukuin
yang paling eksplisit adalah hukum tertulis. Dapat dimengertt dalamn
pe:kemb’mgan negara- negam indwstri selalu diiringl dengan meningRatnyva
jumlah undang-undang, sed ngifan kaidah-kaidah vane tidak teriuhis
senml\m l\ehllannan pe:an ' S ;

L. Peranan legislatif dan eksekutif dalam pembuatan hukum

Struktur organisasi pembentukan hukum, adalah lembaga legislutit

yang didalamnya terdiri wakil-wakil golongan politik yang pada dasarnyva
memperjuangkan aspirasi-aspirasi, politik anefalui  proses-proses_yang
umumnya berwarna politik. Hasil lembagasini diakui sebagaishtkum yang
berlaku umum dan bersifat “netral”. Dalam kenyataan, dihihat dart
prosesnya. merupakan proses yang penuh aspirasi politik sehingga dengan
demikian undang-undang produk lembaga ini pada dasarnya tidak fagi
bersifat netral. Hal ini merupakan salah satu elemen yang membedakan
aliran hukum yang Conventionalisme dan "Modern Theory of Law dimana
menurut aliran yang terakhir ini bahwa asumsi dari conventinalist hukum
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adalah.a politik’,  Dalam prakiek. pembuatan Undang-Undang di Indonesia
-i\ua htsa melihat -antara lain. pengaturansténtang Landreform pada LU
Fahun 5 mhun 196{) tlddk tuicpas dari. ;dc,oiowl politik yang disaut Pard:
del ]ILE

: Lcmbam {.LSL}\LEUf ci[dﬂ punummh pada dasamyd muupgkan :
_'Iunbaga pﬂ]dl\‘:dnni unddnw unchmu. namun Ltemlkmu dalam i\enydtacmnum

Cjugd s lembagas pemhanml\ hukum.  Apabila - pemerinah mer; 1bLmt. '
__pumumn -peraturan dun keputusan-keputusan. - maks peratirun-pel .uumﬂ_
dan, l\t,putumm Lupuzuaan ini: }n,mml\lah diterima seb hugat bagian usamn)a'-
unuk - mLn“nnphnmntax;fum pulmah unddnﬂ utilang, dan bukan uniuk
membua. hukun yang tak lj:c;mn;,‘l:dh}“_111 pada kekuatan hukuam yang lebih
ringgi.. -

Sulmum pchll\\mm u Ko, puund;uw Llllddi%ﬂd!}) penerinmh m1lu_ni_
tindakan-tindakannya  diberi kewenangan unuk mengambil kepuiasan-
kKeputusan . guna - mengimplementasikan pelaksanaan  updang-undang.
Undangs- Lmddn” umumlwa kurang prakiis untuk diterapkan Lmnaunn
Pc_ld[\sdna‘mnva selalu. memerlukan penjabaran-penjabaran dalam bentuk
peraturan pelaksanaan sehingga penjabaran- -penjabaran i pada dasarnya
juga  merupakan produk-pruduk hukum: >

Perapdang-undangan | werupakan sandaran pemerintah untuk
menuvemi\l\dn Ruhual\cmn}a Penguunaaan p't:rundanu undangan  secara
sadar oleh, pemermtah sebugal suatu sarana untuk nielakukan tidakan
sosial yang terorganisiv. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar
untuk - mencapai - tjuan-tujuan - sosial, - persoalannya bergeser  kepada
ketegangan anmtara ide kepastian hukum dan penggunaan hukum wmuk
melakukan perubahan®

Peranan hukum unwuk men:mhu!i\an perubahan cfapat chhlkukan
dengan dua saluran, langsung dan tak langsung. Perubahan yvang langsung
niisalnya sebagaimana Wadang Pokok Agaria yang menimbulkan suatu
perubahan ‘yang sangat besar, di bidang bidang pertanahan. Sedangkan
yang tdak langsung adalah dengan menu;)t’siﬂﬂ lembaga-lembaga baru.
l\emudmn baru dthuatkan hukupinya. '

" Lihat Donald B Gierdingen "The Future of Layal Scholarship and the Scarch for
Maodern Theory of Law". dilans Buifalo Law Review, volume 35, 1986. hatuman 437,

: Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perubahan Sosial”, 1990 halwman 113,
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o Proses pengaturan -perundang-undangan.anengandung  makna
'-bahwa suat sasa;an -telah: ditentukan akan menjadi determinan. bagi
'__tmciakan tmdakan namun pembuat undanmundang ‘sering . tidak  dapat
‘mengadakan - annslpael Jethadap  semua - akibat-akibat yang - timbul.
s :'Ket:ddksiapan nmsydrdkat untuk. berbuat sesuai. den&an vang dlkellﬁﬂddkl
© undang- undanv akan memmbulkan hasil- hasil yang tak dapat dmnus:pdss :
'-sebeiumnya Disampmﬂ itu kendakmdmpudn dari pembuat undang-undang
untuk - mengadakan pereraan terhadap -keterkaitannya dengan -hal i
menyebabkan mereka tidak dapat melihat dengan jelas antara h'lsai viang
dikehendakidan akibat yang terjadi dalam masyarakat, -

. ‘Perundang-undangan dapat dilihat dari dua 45pek Pertama, dahlmt
sebag;u suaty aktifitas -yang : bersifat juridis formal yaitu dilihat sebagai
suatukegiatan wmuk merumuskan secara tertib dan menurut prosedur
yang ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakai. Ukuran-ukuran
yang «ditentukan ‘bersifat nomatif, artinya apakah ia sesuai dengan Kaidah-
kaidah -hukum yang mengatur tentang peranannya. Kedua, dilihat secara
sosiologis, ~yaitu melihat -hubungan timbal balik antara lembaga dan
kegiatan perundang-undangan-dengan masyarakat. Dalam kaitap ini yang
dipelajari - adalah  bagaimana sproses lahirnya undang-undang, apakah
akibat-akibat dari dikeluarkannya undang-undang (positip dan negatip).
apakah tujuan dan makna yang, terkandung dalam undang-undang. dan lain
sebaedinya : :

iv. SOSIOLOG! E’ERUNDANG—UNDANGAN DAN PEMANFAATANNY A

Bila kita berbicara mengenai hukum tertulis atau perundang-
undangan mau tidak mau kita harus mengacu pada negara-negara barat.
khususnya . negara-negard wkropa Continental, antara  lam,  Belanda.
Perancis, (yang dikenal dengan, Code Nupoleon). Hal i disebabkan
karena Indonesia, yang merupakanamegara bekas  jajahan-oBelunda.
sebagian besar perundang-undang tertulisnya masih  mempergunakan
hukum yang dibuat pada zaman penjajajaban.

Bagaimana suatu peraturan dirancang, dibvat, dan diterapkan.
ilmu hukum saja ridak dapat meng-cover-nya. Apabila menghendaki suatu
perundang-undang dihasilkan itw baik dan efektif, maka pandangan-
pandangan dan teori-teori dari ilmu lainnya hendaknya diperhatikan.
antara lain Anthropologi Hukum, Sosiologi Hukun, dsbnya.
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R S()b}()l{}gl Hukum ‘khususnya ‘sosiolegirperundang-undangan atau -
_-soslolog pembuatan -undang-undang, - dapat - membantu memberikan
3 ke_;eiasdn ‘mengenai - kemampuan® yang ‘ada pada undang- undamz serta
peng‘uuh—pumaruh yang® ditimbulkannya: dalam imasyarakae. Mcnu:ut >
~sosiolog asal Polandia; ‘Podgorecki, banyak keterbatasan-keterbatasan ymw
'.:;umbul }mcn"' eengganan pembuat Undang- undang berkonsultasi dengun
ahli<ilmu - sosiale Suatu: perundana -undangan yang baik harus di cldmzimn
~oleh studi praktis yans, d!l‘ll\!.ikdll oieh ahil ilmu-gesial dan dhh sosmiom :
‘hukum khustsnya. 7 DTS e B e

- Pada ddsmnyd dnnszpas] ddll alilt sostologi perundang-undangan
da.paz membantu - pekerjaan * pembuatan undang-undang, misalnyu dengun
melibat “perubahan dinamis - perundang-undangan, hubungan _antara
'kcpentanﬂ' in Kelompok dengan peiundanmund‘mgan hubungan puumhumm
dencan nilai, ideologi dsbnya

 Secara sosiologis, ‘ sebagaimana dikatakan pula oleh Sllljlpf()

R<11 drd]o pembuatan undang-undang tidak dapat dilihat sebagal suay
kegiatan yang streril dan mutlak otonom. Dalam perspektil ini pemhuam:l
undang-undang ‘memiliki - asal usul sosial, wjuan sosial; mengalami
intervensi sosial dan juga mempunyai dampak sosial. Sebagaimana juga
yang dikatakan ‘oleh Jeremy Bentham “the great happiness for the oreat
numbers?; sebagai suatu tujuan yang harus diwujudkan dalam pembuatan
undang-undang dalam rangka umiuk mewujudkan “the true good of the
Lommamty"“ Kajian Bentham' menurut Satjipto Rahardjo mengena
pembuatan hukum sudah keluar dari teknis legislasi kepada pembahasan
dalam'kerangka kehidupan sosial yang' lebih luas, ukuran-ukuran sera
format yang digunakan bukan semata-mata rasionalitas, logika. prosedur.
melainkan entri-entri sosiologis®, dimana didalam adalah :

1) “asal usul sosial Ul’tddné Undang;
2) mengund\apkm motit divbelakang pcmbmtan Undang-Undang;

1. - "

Tonuasic, R, "The Sociology Legislution” dalam Leghslation and Society in Australia.
The Law Foundation of New South Wales and George Atlen and Unwin, Sidney.
Auﬁtmtm 1979 hadaman 32,

juemy Bentham, Theory of Legistation, 1979,

ampm Rahardjo dalam  "Sosiologi  Hukum, Perkembangan, Metode dan Plilan
Masalahnya" (editor Khudzaifah Dimyat) Universitas Muhammadiab Surakarta, 2002
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3) mel hat pembuatan undang undang sebagal endapan konﬂ1k kekuatan
- -'--;'f(}an l\epentmadu masyamkatnyﬁ : : St

. ";usunan dari‘badan pembuamn undanﬂ—undang d'm implldel sostommsn) a '

‘_j"';membahﬂs hubunﬂan dnatara kualttas dan }uml h undang undanﬂ ydnn
* - dibuat dengan laiaokux1g1;1 sosial dalam suatu penode te:tentu i

6) .'Sdﬁ"dﬂn peula!\u yang mgm diatm dan d;ubah :
7) akibat- akibat b‘uk yang dlhehenddkl maupun yang t1dak

Seo;anﬂ Sdljﬁlm Petanms C&ib()ilﬂlel pembuatan u;‘;danﬁ undanw
secara-sosiologis dapat dikategorikan kedalam dua hal: pertama, ber kaitan
dengan méekanisme per-undang-undangan, merupakan aspek yang terlepas’’
dari apajyvang dihasitkan - oleh pembuat undang-undang, dalam hal '_ij'*ii'
dikategorikan dalam sociologie [égislative exrerne; kedua penerapan yang
berkaitan dengan isi dari undang-undang, yang dikategorikan dalam proses
vang dikenal sebagai sociologie législative interne * L

- Dalam pengertian sociologie [lépisiative externe pembuatan
undang-undang hanya dapat dilakukan dengan bantuan orang-orang atau
lembaga di luar pembuat undang-undang. Pemerintalh sebagai pibak yang
mempunyal tanggung jawab memutuskan untuk membuat suatt peraturan
yang diperiukan. Berkaitan dengan ini ilmu sosiologi dapat diterapkan
untuk imeratakan jalap untuk perubahan yang dikehendaki. vaite melalu
proses persiapan pembuatan undang-undang, yang disebut sehagai
sociologie antelégisiative (Pra Perundang-undangan). Sedangkan- untuk
proses sesudahy berlakunya undang-undang, dikenal sebagai sociologic
postlégislative. (pasca pembuatan undang-undang atau dpat disebut pasea
perundang-undangan), kita dapat melihat apakah undang-undang it dapit
berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini Carbonnier mengibaratkan
lembaga pembuat undang-undang sebagai suatu  “perusahaan”. yang
membutuhkan jasa public relatons untwk berhubungan dengan penggund
undang-undang atau konsumen dart"suatu produk - dalam hal ini sebagai
konsumen dari undang-undang.

Menurut Carbonnier selanjuinya, pada proses persiapan atau pri
perungang-undang, pada dasarnya para  sosiolog dapat  dimintakan
bantuannya untuk memperoleh masukan-masukan. Pendapat-pendapat

" Carbonnier. Jean. Sociologie Juridique, Presses Universitaires de France, Paris. 1978
hutlanuw 393,
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atau. opini’ yang diperiukan tidak saja dari ariemen ‘tetapl juga dasi
masyarakat . sebagai “konsumen”. Hipotesa yang dikemukiakan, bahhwa
pendapat-pendapat . tersebut. _seringkali masyarakat tidak mengineinkan
adanya suatu pembaharuan, Seperti misalnya yang dilakukan peneljy
Amer ika,’ ya.ng: terdm dari ahli sosiologi dan ahii hukmn pernall membuat
angket tentang ‘motif yang menounﬁkaphan kesimpulan-Kesimpulan
psikologis yang Jtidak menyukai pada pembaharuan. Hasil angket ing
dipergunakan umtak .mencari jalan keluar oleh pemerintah. :

Peran dari para ahli ilmu sosial dalaml memberikan musukan
kepada-legislanf tidak dapat -dikatakan bahwa pembuat undang-undang
didikte “oleh para sosiolog. Pada ‘negara-negara yang telah membuka diri
pada pendekatan sosiologis sekalipun, pembuat undang-undang tetap yang
bertanggung ~jawab - terhadap pada  pembuatan  undang-undang.  Para
sosiologdapat bekerjusama dengan lembaga lesistatif atau eksckutit
dengan peran dan fungsi masing-masing, artinya tugas pembuaian undang-
undang tidaklah berpindah ke pundaknya, sebab ia hanya memberikan
masukan-masukan yang sangat berharga untuk menjadi bahan pertimbanaan .

Mengenat - lembaga . yang  dapat membanmui  para  pembuat
perundang-undangan -ini, pada abad XViI, Renan memimpikan scbuah
institusi | dimana masalah-masalah pemerintahan  diatasi dengan  cara
akademis!, Idealnya, menurut ‘Renan = sebuah  pemerintahan adalah
pemerintahan  sciemific, " dimana® orang-orang yang  berkompetensi
mempunyai’ kapasitas dalam  mengkaji masalah pemerintahan seperti
menelaah - masalah ilmu pengetahuan guna menemukan jalan keluarnya.
Pada tahun -1950 Amerika menyadari bahwa kekuasaan legislatif dapat
dibantu dengan penelitian sosiologis (laporan penelitian Kinsey).

D1 Perancisisendiri, sejak tahun 1964, para sosiolog ikut berperan
aktif - dalam pra pembuatan undang-undang, misalnya undang-undang
perwalian anak di bawaltwnur (La loi du 13 deceinbre 1964). Seteluh it
sebagian besar perundang-undangan dipersiapkan dengan  melakukan
penelitian dan mencari -pendapat dari,asyarakat. Beberapa_ gefitolinya
adalah hukum keluarga. seperti mengenai warisan, pérceraian, kewajiban
memberi nafkah, pasangan tanpa nikah dan sebagainya, didahului dengan
penelitian di masyarakat.

7 Ibid, halaman 396
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Contoh iamnya misa!nya dalam undang-undann Perancis (!a {oi -

du ] J Juzliet 1975), ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan menurut
'ipexsetujmn ‘keduarpihak (perceraxan untuk tujuan tertentu), didahulyi
dengan ‘suatu penelitian_yang ‘mendalam. Bekerjasama dengan Lembaga
Demcﬂmf’i ‘Nasional zdan dengdn Laboratorium Sosiologi Hukum dari
: E~akuttas Hukum di Paris, berhasil dlperoleh pendapat warga Perancis
mengenai pengakamau per{.e;atdn me;e}\d Hasil ini kenmudian dijadikan
model - dalam 4pembuatan undang- uncicmg; Sehmgga dengdn demikmn
undanmunda% yang dibuat sesudl dengdn 1111;11 nziai dan realifas yang ada
dalam masyarakat.

Lembaga legislatif dapat meminta dxlakukmnyd penelitian, baik
berdasarkan metode dalam sosiologi atau metode: dari bidang. ilmu
iamnya Peisoakan yang, sering ‘muncul “adalah, para ahli hukum yang
sangat dogmaus cenderun akan menoiaknya. Blasa'nya argumentasi yang
digunakan adalab argumentasi filosofis. Namun demikian argumentasi
empiris ‘akan dapat meniadakan atau mima tidal 111engu1dncn debat yang
sangat menegangkan dalam parlemen.

Peranan dari Sosiologi Hukum dalam pembuatan undang-undang
tidak hanya untuk menyeiesalkan masalalt penerimaan suaw pembaharuan.
tetapi Juga berpemn segera setelah undang-undang diumumkan. Analisa-
analisa secara sosiologis melalui hasil suati angket yang disebarkan secira
luas, dapat menangkap fenomena-fenomena sosial yang diabaikan oleh
hukum. Disamping itu para sosiolog juga dapat membantu pemerintah
dalam sosialisasi penyebar Juasan informasi melalui media masa, untuk
melengkapi publikasi formal dari pemerintah yang seringkali tidak efekuif,
Angket dan publikasi ini dapat dilakukan secara berkala, untuk bahan
evaluasi bagi pemerintah. '

Pada hakekainya, suatu peraturan perundang-undangan yang baik
tidak Lui\up apabila_hanyaymemenuhi syarat juridis. dan filosofis dan
juridis saja, tetapi secara sosiologis peraturan tersebut berlaku® Seeitra
Juridis. artinya sespai dengan aturam-amsan, hukum yangeberlaku dan
dibuat oleh lembaga yang berwenang, sedangkan secara filosofis, tidak
bertentangan  dengan nilai-nilai  hakiki dalam masyarakat dan pada
akhirnya secara sosiologis, peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan-
kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Surjoto Sockante, "Pokek-Pokok Sosiotogi Hukum”, PT Raja Grafindo Persada, 1997,
hataman 19.

Nomor 3 Tahun XXXIH




422 oo _ i sl e ik dan Peimbangraan

S Keefekuhm -perundang- unddzw'm Untukomencapai- fujuan munﬂkm
“akan: mcmmbull\an -akibat-akibats$ampingan, sehingga perlu ddan\fu
pembc.dmm antara - ortentasi. kth}dl\dﬂ {(palicy ortemarion) dan or wnmsn

.sosmlnun -(w( :o!osgzml ouenmm)n) Pe; hedaan tersebut Lsd‘zlah sebugal bulkux e

E I O: tentas; Reb;;a!nn o

La!\:bat aklhat vazm_aixan {euadl

}an" hisa dlpc,rklr'ﬁmn ddf! tmumnya

RO A% ]

_Oi icnmsj msmlovn

. Nilai- midl dan hubungannya dengan perundang-undangan mchpuu

s[ud: xdwkm pLI'Ullddll!ldl"l—iillddll“dﬂ Upml miasyarakat dan E\L&!ddr;ll] ,

hul\um

h I\epemmgzm—l\ep:,num.m dan hubungannnya dengan per umi.mn-
-undanganan, meliputi studi mengenat kegiatan pressire group dan
- cura ketja legislator.

Colombotm mensyaratkan suitu peraturan perundang- Unddﬂi_dn
chanmmp etekm apabila mememuli unsur-unsur sebagai berikut’ (Tomasic
Y79:35):

I.-Adanya tingkat kesesuaian hukuny antara nilai-nifai yang ada;

(R

. 'Kcmungkin;m pelaksanaan hukumnya;

3. ]\unuml.m !\t,bljakdn pemerintah dan ketekunan dalam pelaksanaan
hukum,

‘Menurut Soerjone. Soekanto, suate peraturan atav kaidah yang
baru diperkenalkan harus melalui proses institusionalisasi, yaim proses
yang harus dilewati oleh suatu Kaidah yang baru untuk agar.dikenal.
diakui dan dihargai serta ditaati oleh warga masyarakat:*?

Tonusic, R, "The Sociology Legistation” dalam Legistation and Society in Australia. The
Law Foundation of New South Wales and George Allen and Unwin, Sidney. Ausirabia,
1979 halaman 37,

i Soerjono Soekamto. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Gafindo Persada. 1990,
haliman 373
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~Proses "u'ntulc menanamk&n kaiddh i\diddh da.hm masyarakat
.dtpeﬂgatuh; oleh tiga’ ha[ i e 11

1 Efd\ums menmam /Lipd}’d. pememmh
2, Kukuatan meucntang dari nmsyami{
: "_3 i\eu_pdtan pemenntfth umuk memn'nn UNSUT-UNSUT yang, bar.

. YfmtT d1mak%udk m demzau yauu dmehut etektmus mMenanant
'adahlh hasil /yang positip -dari penggunaaan temga manusia, aLu'dlLu'
organisasi dan metoda untuk menapamkan 1emb’-tga—iembaaa baru di dalam
masyarakat. Kekuatan menentang dari masyarakat mempunym pengaruh
yvang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses kelembagaan
Ketiga adalah kecepatan ‘menanam;:maksudnya: panjang pendeknya wakiu
menanan, Semakin tergesa-gesa orang menanam dan semakin cepat orang
mengharapkan hasil, maka semakin kecil efeknya terhadap masyurakai
Semakin fenang menanam dan. sumi\m cukup wakie maka semakin besar
efeknyd. - -2 ; -

Dengan dr.mlkmn bcram apabxld c;‘el\tw:ma MC RN kccii.
sedang skekuatan - menentang - darl - masyarakat,  maka _kemungkinan
berhasilnya proses pelembagaan menjadi kecil atau tidak ada sauma sekali.
Sebaliknya apabila efektivitas menanam besar dan kekuatan menanam
kecil, maka proses pelembagaan menjadi lancar.

Hukum-hukum modern amatlah kompleks, rumit dan asing untuk
orang awanm.,Unmk itu diperlukan“pengémudi”™, seorang “penterjemah”™
yang. akan membawa mereka kedalam tiku-liku hukum. Disini diperlukan
suatu lembaga vang mengorganisirnya. Lembaga ini menjadi lebih berand.
apabila  pemerintah n"}enyddasl peran  dari sosiologie  postlégislative.
Banyak aturan-aturaityang hanya l!]tll]ddl huruf-huruf mati. karena tiduak
dapat dilaksanakan. Dalam hal i pembuatan undang-undang tidak hanya
berfungsi  sebagai pabrik “yang © menghasilkan . undang-undang _dan
mendistribusikannys, ia harus pulasmemberikan “servis pascaygual™ agar
produk undang-undang yang dihasitkan dapat berjalan Scbatknya semua
undang-undang yang baru dibuat ditkuti dengan pembuatan angket yang
luas secara periodik guna menghindari ketidak efektifannya.

Dalam twahap postlégilarive (pasca perundang-undangan) usaha-
usaha vang dilakukan adalah agar undang-undang yang dibuat dapa
dikenal secara luas. dan berjalan secara efektf. Agar undang-undang
dapat diketahui secarn luas berbagai cara dapat dilakukan, antara kin
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:neiaiul media, massa, baik cetak maupun electronikeamelalui SCININAT-SCTTL
‘dan lain-lain. Dalam tahap ini ilmu=ilmu diluar hukum mempunyai-peran
~yang berarti. Sosialisasi perundang-tmdangan dapat met;bdtkan berbaga
ctmpim llmu scpem komumkasx soqloiou, duzhropolom dan psikho Chig =

Dai—i segi isi -undan€T 'undzm'; (sosiologie législative interne). seca ru_
“sosiologis yung seyogyanya diperhatikan antara lain adalah:
1._'apdkdh isinya ndak butemanwm den m nilai-nilai .sjosiai, budava dan
_susila masyarakat ' ' : ' S

]

..dpal\'lh Abahasa yanﬂ d:perwundkdn dmnﬂkﬂpkan sesuaf dengan norma
yang berlaku. -

3. Bagaimana demjdd dbsrmks; perund’mg -undangan,
4 Basmmmm pex umusan bdl}k&i sanksmya

Lul: pddd ddsauw‘\ peraturan perundang-undang yang Kurang
memperhatikan keadaan sosial, budaya dan kondisi ekononi masyvarakat
selain Kemungkinan ada perlawanan dart masyarakat, juga tidak clekiif,
Kita bisa melihat beberapa contoh dari undang-undang vang seluma ini
dikeluarkan, tetapi sebagian besar hanya menjadi huruf-hurutf mati belaka.

V. Pembuatan UU di Indonesia
-Di lndonesm proses  pembentukan UU dapat dibagi dalam tiga
tahap, yait:
1. Proses penyiapan Rancangan Undang-undang (RUU);
Proses mendapat persetujuan di DPR;

3 -

LV}

Pengesahan ( Presiden) dampengundangan (Sekneg).

Masukan-masukan menyangkut substansivdapat dilakukan pada
tahap pertama. yaitu proses penyiapan RUU, baik pada proses penyiapan

b Psikhotogi. anthropologi dan sosiologi dapat dipergunakan bersama dafam ranska

sosialisasi hukum., Bihat Chantl Kouriilsky-Augeven. Socialisation Juridique et mindele
culturel, L'image du droit en Rassie et en Fronce, Colection Droit et Culturel, 1996,
halamani7-20
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- rancangan dau ]mukunéau pemeuntah m‘iu'pun melalui usul - inisiatit
DPR:. Mdsukan-masu%\an ‘dalam : mempmsrapkan RUU  tersebut: dapar -
dapemieh Idnszsung, ‘dari nmsya:ak at mefatui suamn pen{,hn‘m tetapi dapas,
pulas melalm pendapat pakar»pakar d{llam suatu <pertemuan - ilmiah;

.Pentmonyd suatli peneinmn sebefum - pembuatan undang-undang sudah

"_muinu dxsadarl oleli bebuapa dep‘utemen yang ‘ingin ‘mengajukan - usulan -
RUU. tetapi sebagmn besar belum melakukan, sehingga muncul masalahs
-}msalah setelah peraturan dmndangkan pada masyarakat, sepem ;msalmyd '
dcnszan apa yang terjadi pada UU Lalu lintas Noi.: 1471992

: Dalam tahap persetujuan DPR; aspek-aspek non jurldlS Juga nmuh
dapat dilakukan melalui suatu dem,ar penddpai dengan pakar-pakar arau
kc.[um;mk kel ompok masyarakat - yang  membawa aspirasi dl\Vd[_
Kemungkinan - untuk - memperbaiki - RUU nms;h dunumkmkan (lc,nsz:m
masuka-masukan yang berharga, E X

‘Salah satu lembaga yang banyak melakukan kajian-kajian terhndzip
undang-undang adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Lembaga ini sudah mempunyai dan mengembangkan sarana RUU berupa
naskah ‘akademis, yang merupakan telahan konseptual dan menyeluruh
terhadap setiap rancangan undang-undang. Dalam naskeh okademis dikaji
secara kasuistik tidak saja sasaran dan tjuan yang hendak dicapai. etapi
juga jawaban terhadap pertanyaan apakah semua aspirasi dan kepentingun
sudah diperhatikan. Naskah akademis i menjadi sarana institurionulisasi
kebersamaan © sebelwm  suatu  rancangan undang-undang disusun oleh
instansi yang berwenang, - bt e
Mengenai naskah akademis ini." terdapat berbagai pendapat

pertama, tidak “ada perbedaan antara naskah akademis dan naskah
rancangan; kedua-duanya telah tersusun dalamm  sistematika,  bab-bab.
pasal-pasal, ayat-avat ‘dan seterusnya. Perbedaannya hanya terletak pddd
pembuatnya *(Bagir Manan  1992: 18). Rancangan = peraturan yang
disiapkan oleh ‘instansi yang berwenang dalam perancangan perundang-
undangan, sedangkan naskah akadenvisadisiapkan oleh mereka yang tidak
mempunyai kewenagan formal. Pendapat kedua naskah akademis berisi
pertanggung jawab secara akademik mengenai rancangan suatu peraturan
perundang-undangan, oleh karenanya tidak perlu tersusun dalam bab-baub.
pasal-pasal dstnya, Yang terpenting adalah analisis dari berbagai aspek.
seperti aspek juridis, filosofis dan sosiologis (tidak semata-mata politis).
dan bila diperlukan dilakukan dengan penelitian-penelitian dan pengkajian
secara ilmiah.
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D'{iam rangka ini-dikenal Program Legislasi-National. Dmmpmn

- |1u BPHN Juga melakukan inventarisasi, pengkajian, penelitian peraiiran
pe:undmm unddns,an vang - sudah  tidak dapat -dilaksabakan  karéng,

-.temnggal de:wan pe;kemhdn&an sosial, ekonomi, dan tehnologi ILlLim

fal tersebut texmdsuk didalammya peraturan dari zaman kolonial, %r.lmp-

' mlmn BPHN. nmlakukm penelitian. terhadap peraturan tersebut. schingay
-.kumtdmn ddpat mengusulkan program . sebagai berikut: periama untuk
mencabut | perauran yang {adak cocok, kedua menterjemahkannva dalum
Bahasa . Indopesia dan ketiga . mengeanti - ataw -membual baru peraluran
tersebut. Tldak semia puundaniz undangan zaman kolonial dianggap perlu
dicabut,  karena  masih . dibuthkan.  Dua peraturan . yang  akan
d_:la:_;ulmhkan_ tersebur - adalah Stb 1892-155 dan Stb 1872-51. vaiw
Kosteloos: norariele afschrifien van witers - re wilsbeseh - dan vang kedua
Verpliichting notaris lijsien testamen apmaken. Yang. ditisulkan unnik
diganti antara lain adalah Burgelijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel.
“Apa . yang telah . dilakukan  BPHN  ini  sebenarnya  duput
dimantaatkan sebugai suatu masukan dalam persiapan pembuatan unidang-
undang.. Apalagi bila naskah akademis rersebut dibuat dengan didaholui
oleh penelitian, pengkajinn dan diskusi -denga pakar-pakay hukum dan
sosial.  Dalam prakteknya apa vang  dilakukan BPHN, tampuknva
seringkalt. menjadi mubasir. Hasil-hasilnya tidak banyvak dimanfaatkan.
bahkan. instanst yang berkaitan mengadakan secara tersendiri lagt suatu
penelitian - pra-perundang-undangan,  baik  dilaksanakan sendiri manpun
dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga  lainnya seperti Lembuga
Penelitian atauyUniversitas, Adanya koordinasi antar instansi diperiukan
agar. persiapan--dan pembuatan. dan penerapan undang lebih efeksif,
Terlebih pada masaireformasi hukum saat inj banyak pihak atau kelompok
vang merasa berkepentingan terhadap perundang-undang membuat usulan-
. usulan baik mengenai substansinya maupun mekanismenya.

-« Mengingat bahwa perandang-undangan yang dibuat menyangka
kepentingan . orang banyak, —muafas,undang-undang ada__di*"Ualam
masyarakat, maka sudah selayaknya pula untuk™memperhatikan aspek-
aspek sosiologis  dalam  membuat undang-undang diperhatikan. atau
memantaatkan apa  yang dinamakan “sosiologi perundang- undangan”
sehingga hasil yang maksimal dapat diperoleh. Pembuatan Undang-undang
tidaklah sederhana. Selama ini, legalitas atau keabsahan secara hukum dalum
pembuatan undang-undang menjadi tolak ukur utama, mengenyampingkan
keabsahan sosiologis. Seperti juga yang dikatakan Satjipto. cacat dalam
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_prosedur pembuatan undang-undang dapat seg
atau'kesalahan. ddlam mmt‘m sos:oiogl
-dai'l.m mdsyaral{at e :

" Da:fjtar Pustaka

Dmmld H G_](.l(.hll“t,ll "The Future of Lag: al Sa.holdxslup and the Search
fm a Mademn Thc_o;}, of LIW . dajam Buffalo Law Review, volume
119806,

Sa[_jipm f\ilhdid_](}, “Hukun dan Perubahan Sosial®, 1990, _

Tomasic, R, "The Scociology I,,egisla{ioh" dalam Legisfution and Sociery
_in Australia, The Law Foundation of New South Wales aud (szuc'
Allen and Unwin, Sidney. /\us;mi L, 1979

Jeremy Bentham, Theory of Legislation, 1979, ;.

Satjipto Rahardje dalum "Sosiologh Hukum, Perkembangan, Merode dan
Pilihan  Muasalahnya”  (Editor Khudzaifah - Dimyatd) - Universitas
Muhammadiab Surakart, 2002, '

Carbonnier, Jean. Sociologie Juridique, Presses Universitaires de France,
Paris, 1978 -

Surjmm Soekanto, "Pokok-Pokok ‘aosm]ous Hukum”. PT. Raju Grafindo
Persada, 1997, )

Soerjona Soekanto, Sosieloat Suatu Pum mzar, PT Raja Gafindo Persada,
1990,

Chantal Kouriilsky-Augeven, .Souai.rs(rrtfm Juridique el modete culmrel,

Llimage du droit en Russie er en FraneesColection. Dreitret Culturel,
1996,
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e MA Siapka;a 300 hakim untuk
- ¢ Pengadilan Korupsi o

Jakarta - Kewa Mahkamzh
Agung | Bagir Manan menyamakan
bahwa pihaknya akan menyiapkan 360
hakim - kbusus  menangani perkara
korupsi vang berasal dari hasil kerja
Komisi Anti Korupsi. Pada  tahap
pertama, MA menyiapkan 10 hakim
dari pengadilan negeri di Jakarta uniuk
mengikuti pelatihan dan pendidikan
penanganain \korupsi bagi hakim dan
jaksa  yang . dimulai kemarin di
Kejaksaan-Agung. ' :

Menurut “Bagir. vang ditemui
seusal  pembukaan  pelatihan  dan
pendidikan,  jumlah. hakim  vang
dibutuhkan  sebanyak . ite  dengan
perhitungan . sepertiga  pengadilan. dj
Indonesia  akan menangani “perkara
korupsi. Ini berarti ada sckitar TG0
pengadilan . negeri yang menangani
nerkara korupsi,

Lalu jumlah ini juga didasarkan
perhitungan bila setiap perkara korupsi
ditangani sain  tm majelis yang
beranggotakan tiga hakim. Apalagi,
sidang perkara korupsi tidak bisa
dilakukan dengan sistem detasering
{menempatkan seorang hakim di satu

Hukum dan Pembanguman:.

-pengadilanssuntukessementara.. waky
karena - ada  kebutshan). ntSckali
- menyidangkan perkara, hakim paling -
ticak selama scbulan sampai dua bulun
harus ada di sana. Jangan tahu-tahy
hirus berada di tempart lain," ujuraya.

Menurut Bagir, Konisi
Pemberantasan Korupsi memang harus

segera dibemtuk  umuk  merespons |

penilaian wmrasyarakat  bahwa  upaya
pemberantasan korupsi berjalan

lambat.  ftu sebabnya,  kehadivan -

pengadilan - khusus  Korupst  amat
dibutuhkan unik mengurai kompleks-
nya perkara korupsi. Juga, supava para
hakim dan jaksa lebih terkonsenirasi
pada tugasnya.

Untuk  keperlvan fwlah,  MaA
mulai bekerja sama dengan Kejaksaan
Agung untuk menyiapkan hakim dan

jaksa. Kegiatan _ini  ditasilitas

Partnership for Governance Reform in
Indonesia, lembaga yang bekerja untuk
membaniu  upaya  reformasi i
Indonesia. -~ Sedangkan  soal  scleksi,
Bagir . mempercayakan  scpenuhnyva
pada tim seleksi yang akan dibentuk.

Mengenai  syarat-syarat  hakim
dan jaksa yang iepal untuk meming:in
kasus korupsi, Bagir mengajukin tiga
syaral khusus, yakni dia harus mem:-
punvai minat dalam  pemberantasan
korupsi, hakim den jaksa  harus
memiliki  pengetahuan dasar  vang
cukup dalam penanganan  perkara
korupsi, dan dia harus mempunyai
integritas.  “Sistem  seleksinya  jugs
ketat untuk melihat hal-hal seperti
itu,” ujarnya.

Petatihan bagi hakim dan jaksa
adalah salah satu implementasi butir
Naskah Kesepakatan Bersama tentang
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